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PUTUSAN
Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Mrd

HCLO A S oo/ m—rk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 1609014505050007 Tempat/Tanggal Lahir
Bandung, 05 Mei 2003, umur 20 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Xxx XXXxX XXXxXX, tempat
kediaman XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX,  XXXXXXXXK  XXXX  XXXXKKKK XXX XXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 1609172404930004 Tempat/Tanggal Lahir
Tanjung Beringin, 24 April 1993, umur 30 tahun,
agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang,
tempat kediaman XxXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX,
XXHXXXXXXX XXXXK XXXKXXX, XXXXXXXKK XXXX XXXXXXKK XXX
XXXXXXX,  XXXXXXXX — XXXXXXXX ~ XXXXXXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember
2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Muaradua dengan  Nomor
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438/Pdt.G/2023/PA.Mrd tanggal 04 Desember 2023 telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah pada tanggal 19 Agustus 2019 di KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXKKKK, XXXXXXKK XXXXXXKX
XXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0233/032/VI111/2019 pada
tanggal 19 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI
SUMATERA SELATAN selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian
Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa
Tanjung Beringin, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
XXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu)
tahun kemudian Penggugat dan Terggugat pindah kembali kerumah
orang tua Penggugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN selama kurang lebih 9
(sembilan) bulan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak bernama ANAK, Nik:1609177101210001, Tempat tanggal lahir:
Muaradua, 31 Januari 2021, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan:
belum sekolah, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam
asuhan Tergugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua)
tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang penyebabnya antara lain;
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4.1. Tergugat sering minum-minuman keras:
4.2. Tergugat sering mencuri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei
2023 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah
pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, yang
mana Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua
Penggugat di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN sementara Tergugat tinggal
dirumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun | Desa Tanjung
Beringin, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX  XXXXXXXX XXX
XXXXXXX,  XXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXX dan selama itu juga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi
sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisinan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir
dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah
tangga;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan
sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga
dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang “Undang-Undang Pokok Perkawinan” tidak akan terwujud dan
oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk
menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama

Muaradua;
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Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk
dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar
Putusan sebagai berikut:

Primair:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Subsidair:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah
datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis:
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0233/032/VIII/2019 tanggal 19
Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Muaradua, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX  XXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan
telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor
1609014505050007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
pencatatan Sipil  XXXXXXXXX  XXXX  XXXXXXXX XXX XXXXXXX, telah

bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan
saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di  XXXXXX XXXXXXXX  XXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXXX
XXXXXKXXK, XXXXXXXKX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXxX, di bawah sumpahnya
telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah bapak kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang menikah pada tahun 2019 dan telah dikaruniai satu orang
anak;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun namun semenjak tahun 2021, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering
mabuk-mabukan dan mencuri, bahkan sering mencuri handphone
dan barang dagangan saksi berupa oli motor dan perlengkapan
motor;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar

- Bahwa, semenjak bulan Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat
sudah tidak tinggal bersama lagi;
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- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun agama Islam pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX
bertempat tinggal di XXXXXX XXXXXXXX XXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX  XXXX  XXXXXXXX XXX XXXXXXX, yang di bawah
sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang telah menikah sejak tahun 2019 dan telah dikaruniai satu
orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun namun semenjak tahun 2021 Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mencuri dan
minum-minuman keras;

- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
bulan Mei tahun 2023 sampai dengan sekarang, selama itu
Tergugat tidak pernah kembali dan tidak hidup bersama lagi;

- Bahwa, saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut,

Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan
Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta
Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum
yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas
minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak
diajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat melumpuhkan akta
tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah
sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Oleh karena itu, Hakim
berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah,
dan daripadanya telah membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat
adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan
perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri yang sah, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan
permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, dan Pengadilan Agama Muaradua memiliki kompetensi
absolut untuk memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah
bermeterai cukup telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga alat bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik.
Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan
pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (tegen

bewijs) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal
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dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledeg) dan mengikat
(bindende). Oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti tersebut
dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah
membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Muaradua, sehingga Pengadilan Agama Muaradua
berwenang secara relative (relative competence) untuk menerima dan
memeriksa perkara ini (vide: pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini,
berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.
Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil
untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan
ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi
dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh
suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat
(1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan
memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat
dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana
kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak
berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah
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Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya
menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
keduanya pisah tempat tinggal, upaya damai telah dilakukan tetapi tidak
berhasil merukunkan kembali Pengugat dan Tergugat sehingga Penggugat
tidak memiliki harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
sehingga ia berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan
dalil-dalil posita dan petitum secara lengkap sebagaimana termaktub
dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatan
Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta
dua orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta
secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi,
maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan
Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan
pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat
sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab
(Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari
ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni
adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan pisah
tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan

saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua
saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
Pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi
mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Dengan demikian
kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian
sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdata.
Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang
perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan
Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat di muka persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum
sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2019 di bawah
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Muaradua, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXK, XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat sering
mabuk-mabukan dan mencuri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei
tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama pisah rumah tersebut
Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat,
meskipun Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan
Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan
Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan
lagi, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah
(broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat
terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sukar
didamaikan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS.
Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk
meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat
dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan
peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat
dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan
pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal
tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah
tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk
dirukunkan kembali, kondisi mana sejalan pula dengan maksud
yurisprudensi Nomor 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya

menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada
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harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti
telah retak dan pecah.”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila
unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut
sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat
dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk
membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah
mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang

terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

o

A5 Jaay Gl 1t \asw’,’“'i&éeﬂéﬁu‘”‘““’
ujjs_ue}ﬂuh'idl duﬁ LAJJ°3~9‘°

artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

P

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
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Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan
al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan
perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi
Hukum lIslam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan
sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai
jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat
dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah
gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak
akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli
figh, sebagaimana tercantum dalam Kitab Figh as-Sunnah, Jilid I, halaman
291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

2l lgilhy diag G Al Ll e okl O W s

Lghes o W1 o8 Jas g el cud 1Y) Al ddl
Artinya: “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap

suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila

terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya
sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan
dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan
dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
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3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal
19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir
1445 Hijriah, oleh Yudi Hermawan, S.H.l., sebagai Hakim Tunggal sesuai
surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
78/KMA/HK.05/3/2019 tentang Dispensasi/lzin sidang dengan Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Taufik
Saleh, S.H.I. selaku Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Tunggal,

Yudi Hermawan, S.H.I.
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Panitera,

Taufik Saleh, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP
Pendaftaran Rp30.000,00
Panggilan pertama Rp20.000,00
Redaksi Rp10.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp350.000,00
4. Biaya Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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